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I.   UMUM 

            Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 

perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi 

kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, 

sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, 

serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. 

            Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan 

ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada 

pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

            Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan 

Gedung. 

            Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih 

lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baik dalam pemenuhan 

persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 
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maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

            Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif 

maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, 

andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. 

            Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang 

fungsi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, peran Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan pembinaan dalam 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

            Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Pemerintah ini 

dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang akan didirikan dari awal telah 

ditetapkan fungsinya, sehingga Masyarakat yang akan mendirikan 

Bangunan Gedung dapat memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedungnya 

dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi 

yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan Standar Teknis. Di 

samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan 

Gedung lebih efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, 

tingkat risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan/atau 

klas bangunan. 

            Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Masyarakat mengetahui lebih 

rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan 

Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan 

status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum 

bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan 

dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Bangunan Gedung. 

            Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam 

mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Pemerintah ini 

dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah 

milik orang/pihak lain dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan 

Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga 

perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan 

perundang-undangan tentang kepemilikan tanah. 
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            Bagi Pemerintah Daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan 

administratif Bangunan Gedung oleh Masyarakat luas, khususnya yang 

akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, menjadi suatu 

kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik. 

            Pelayanan pemrosesan dan pemberian Bangunan Gedung yang 

transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabel, efisien dan 

efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

            Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Pemerintah ini 

mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan 

Bangunan Gedung, agar Masyarakat dalam mendirikan Bangunan Gedung 

mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan 

pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, 

nyaman, dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan 

jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, 

berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. 

            Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai 

fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun 

kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga Pengguna 

bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah 

yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, 

dan bernegara. 

            Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, keserasian Bangunan Gedung, dan 

lingkungannya bagi Masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. 

Oleh karena itu, Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, 

positif, konstruktif, dan bersinergi bukan hanya dalam rangka 

pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan 

mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan 

Bangunan Gedung dan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada 

umumnya. 

            Pelaksanaan peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini juga tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan 

tentang organisasi kemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan gugatan 

perwakilan yang merupakan salah satu bentuk peran Masyarakat dalam 
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung juga mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan gugatan perwakilan. 

            Pengaturan peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong 

tercapainya tujuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, 

fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

kemudahan bagi Pengguna dan Masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan 

selaras dengan lingkungannya. 

            Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai 

ketentuan dasar pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam melakukan pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 

Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna 

Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun Masyarakat yang 

berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan 

dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis, serta yang dilaksanakan dengan penguatan 

kapasitas penyelenggara Bangunan Gedung. 

            Penyelenggaraan Bangunan Gedung tidak terlepas dari peran Penyedia 

Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau 

manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk 

penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. 

            Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya 

melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak 

dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan 

dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan 

secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 

mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. 

            Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

            Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan 

normatif mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung sedangkan 

ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

perundang-undangan lain seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, 
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standardisasi nasional, maupun Peraturan Daerah dengan tetap 

mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Yang dimaksud fungsi hunian meliputi: 

a. rumah tinggal tunggal; 

b. rumah tinggal deret; 

c. rumah susun. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi: 

a. bangunan masjid termasuk musala; 

b. bangunan gereja termasuk kapel; 

c. bangunan pura; 

d. bangunan vihara; 

e. bangunan kelenteng; 

f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang 

diakui oleh negara. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud fungsi usaha meliputi: 

a. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang 

disewakan; 
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b. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, 

pasar dan mal; 

c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, 

laboratorium, dan perbengkelan; 

d. untuk Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk 

dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan 

merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan 

pendidikan; 

e. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, 

hostel, motel, rumah kos, hotel, dan kondotel. 

 

f. bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, 

olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan; 

g. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan 

darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut; 

h. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, 

tempat pendinginan, dan gedung parkir. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud fungsi sosial dan budaya meliputi: 

a. Bangunan Gedung pendidikan, termasuk sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, 

perguruan tinggi, dan sekolah terpadu; 

b. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, 

gedung pameran, dan gedung kesenian; 

c. Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, 

klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah 

sakit, dan laboratorium; dan  

d.  Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud fungsi khusus meliputi: 

a. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan 

nasional atau yang penyelenggaraannya dapat 

membahayakan Masyarakat di sekitarnya dan/atau 

mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya 

dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri 

terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai 

tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional; 
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b. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-

kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi 

peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, 

serta depo amunisi; 

c. Sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya 

laboratorium forensik dan depo amunisi. 

 

Pasal 6  

Yang dibangun untuk menampung kegiatan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dampak negatif bagi Pengguna dan 

lingkungan antara lain: 

a. Bangunan Gedung yang aktivitasnya bisa menyebabkan 

ledakan atau menimbulkan limbah B3 (Bahan Berbahaya 

dan Beracun) tidak boleh digabungkan dengan aktivitas 

hunian; 

b. menggabungkan fungsi hunian dengan aktivitas produksi 

yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan 

manusia. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian 

lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam 

pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung dapat lebih 

tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan 

teknisnya yang harus diterapkan. 

Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung 

yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan 
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administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

a. Klasifikasi Bangunan Gedung permanen adalah Bangunan 

Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) 

tahun. 

b. Klasifikasi Bangunan Gedung nonpermanen adalah 

Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai 

dengan 5 (lima) tahun. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi: 

a. lokasi padat; lokasi padat pada umumnya lokasi yang 

terletak di daerah perdagangan/pusat kota dan/atau 

kawasan dengan KDB lebih dari 60% (enam puluh persen). 

b. lokasi sedang; lokasi sedang pada umumnya terletak di 

daerah permukiman dan/atau kawasan dengan KDB 

antara 40% (empat puluh persen) hingga 60% (enam puluh 

persen). 

c. lokasi renggang; lokasi renggang pada umumnya terletak 

pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang 

berfungsi sebagai resapan dan/atau kawasan dengan KDB 

40% (empat puluh persen) atau di bawahnya. 

Ayat (6) 

Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi: 

a. bangunan super tinggi adalah Bangunan Gedung dengan 

jumlah lantai bangunan di atas 100 (seratus) lantai.  

b. bangunan pencakar langit adalah Bangunan Gedung 

dengan jumlah lantai 40 (empat puluh) – 100 (seratus) 

lantai. 

c. bangunan bertingkat tinggi adalah Bangunan Gedung 

dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) 

lantai; 

d. bangunan bertingkat sedang adalah Bangunan Gedung 

dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 
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(delapan) lantai;  

e. bangunan bertingkat rendah adalah Bangunan Gedung 

dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) 

lantai. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan perubahan fungsi termasuk perubahan 

sub fungsi. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

KRK merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang 

bersangkutan dan berisi: 

a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada 

lokasi bersangkutan; 

b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan; 

c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah 

permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; 

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan 

Gedung yang diizinkan; 

e. KDB maksimum yang diizinkan; 

f. KLB maksimum yang diizinkan; 

g. KDH minimum yang diwajibkan; 

h. KTB maksimum yang diizinkan; dan 

i. jaringan utilitas kota. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

a. aspek daya dukung lingkungan yaitu kemampuan 

lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala 
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akibat/dampak yang ditimbulkan, antara lain kemampuan 

daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume 

persampahan dan limbah yang ditimbulkan, serta beban 

transportasi;  

b. aspek keseimbangan lingkungan yaitu terkait pemenuhan 

proporsi ruang terbuka terhadap ruang terbangun dalam 

lingkup kawasan;  

c. aspek keselamatan lingkungan yaitu terkait kemudahan 

akses bagi pemadam kebakaran dan akses terhadap 

evakuasi pada saat terjadi bencana; 

d. aspek keserasian lingkungan yaitu terkait perwujudan wajah 

kota yang diharapkan; 

e. aspek perkembangan kawasan yaitu terkait kebijakan pada 

kawasan yang didorong atau dibatasi pengembangannya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Huruf a 

GSB merupakan garis yang membatasi jarak bebas 

minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan 

Gedung terhadap batas as jalan, tepi sungai, tepi danau, 

tepi pantai, as jalan kereta api, dan/atau as jaringan 

listrik tegangan tinggi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “jarak bangunan dengan batas 

persil” adalah garis yang membatasi jarak bebas 

minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan 

Gedung dengan batas persil. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “jarak antar-Bangunan Gedung” 

adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari 

bidang terluar suatu massa Bangunan Gedung dengan 

bidang terluar massa Bangunan Gedung lain dalam satu 

persil. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah upaya untuk 

meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan 

kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi 

kawasan sebelumnya. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan kuat adalah kondisi struktur Bangunan 

Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur 

Bangunan Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya 

masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat 

diterima selama umur bangunan yang direncanakan. 

Yang dimaksud dengan stabil adalah kondisi struktur 

Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau 

tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. 

Yang dimaksud dengan kemampuan pelayanan (serviceability) 

adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain 

memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa 

aman, nyaman, dan selamat bagi Pengguna. 

Yang dimaksud dengan keawetan adalah umur struktur yang 

panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, 

aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Beban meliputi: 

a. Beban muatan tetap yaitu beban muatan mati atau berat 

sendiri Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang 

timbul akibat fungsi Bangunan Gedung. 

b. Beban muatan sementara yaitu selain gempa dan angin, 

termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau 

dorongan angin, dan lain-lain. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Huruf a 

konstruksi beton terdiri dari konvensional dan pracetak.  

Pracetak terdiri dari prategang dan bukan prategang. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sistem proteksi petir eksternal” 

adalah sistem proteksi terhadap sambaran langsung. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sistem proteksi petir internal” 

adalah sistem proteksi terhadap sambaran petir secara 

tidak langsung, misalnya imbas melalui grounding listrik, 

menyambar jaringan listrik sehingga jaringan listrik 

bertegangan petir. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Ventilasi alami merupakan bentuk pertukaran udara 

secara alamiah tanpa bantuan alat. 

Huruf b 

Ventilasi mekanis merupakan bentuk pertukaran udara 

dengan bantuan alat. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Air limbah terdiri atas limbah domestik, limbah industri, 

dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari 

dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal 

dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau 

fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi: 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun; 

b. sampah yang mengandung limbah bahan 

berbahaya dan beracun; 

c. sampah yang timbul akibat bencana; 

d. puing bongkaran bangunan; 

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; 

dan/atau 

f. sampah yang timbul secara tidak periodik. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

www.peraturan.go.id



No. 6628 
-17- 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Bahan bangunan lokal yaitu berasal dari lokasi bangunan 

didirikan dengan mempertimbangkan proses produksi, 

distribusi, dan pemanfaatan yang tidak merusak atau 

mengganggu lingkungan hidup. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan getaran dapat berupa getaran 

tetap maupun getaran tidak tetap. Getaran tetap berasal 

dari sumber getar tetap seperti: genset, AHU, mesin lift.  

Getaran tidak tetap dapat berupa getaran kejut, getaran 

mekanik atau seismik. Getaran tidak tetap berasal dari 

sumber seperti: kereta api, gempa, pesawat terbang, 

kegiatan konstruksi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan bising adalah sumber suara 

mengganggu berupa dengung, gema, atau 
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gaung/pantulan suara yang tidak teratur. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain: 

a. Pemilik bangunan terdampak; 

b. Pemerintah Pusat; 

c. Pemerintah Daerah provinsi; dan/atau 

d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Penerapan pola tata ruang dalam dilaksanakan untuk 

mendukung kejelasan orientasi dalam Bangunan 

Gedung. 

Huruf c 

Penerapan pola rancangan dilakukan pada permukaan 

bidang, material dan elemen alam, dan penempatan 

perabot. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Beban statis berupa: 

a. beban akibat berat Bangunan Gedung itu sendiri 

beserta seluruh isinya. 

b. statis dari luar dalam jangka panjang akibat 

tekanan tanah. 

Huruf b 

Beban dinamik berupa: 

a. beban tekanan dinamik tanah akibat getaran, 

benturan atau pergerakan dari kendaraan atau 

kegiatan-kegiatan lainnya dari bangunan 

prasarana atau sarana umum yang berada di atas 

permukaan tanah. 

b. beban akibat pukulan gelombang pada bagian-

bagian Bangunan Gedung, termasuk pengaruh 

siraman air terhadap Bangunan Gedung atau 

beban benturan dari kendaraan air yang merapat 

ke Bangunan Gedung; 

c. beban benturan akibat benturan dari kendaraan, 

terutama untuk Bangunan Gedung yang berada di 

atas jalan umum atau jalur kereta api. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
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Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Ayat (1) 

Pemeliharaan Bangunan Gedung adalah kegiatan menjaga 

keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya 

agar Bangunan Gedung selalu laik fungsi (preventive 

maintenance). 

Perawatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memperbaiki 

dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, 

bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar 

Bangunan Gedung tetap laik fungsi (curative maintenance). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Penyusutan merupakan nilai penurunan atau depresiasi 

Bangunan Gedung yang dihitung secara sama besar 

setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. 

Penyusutan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar: 

a. 2% (dua persen) per tahun untuk bangunan 

permanen; 

b. 4% (empat persen) per tahun untuk bangunan semi 

permanen; atau 

c. 10% (sepuluh persen) per tahun untuk bangunan 

konstruksi darurat, dengan nilai sisa (salvage 

value) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “peningkatan komponen 

bangunan” antara lain: 

a. peningkatan mutu; dan 

b. peningkatan kelengkapan dan peralatan; dalam 

rangka pemenuhan Standar Teknis. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan kerusakan ringan adalah 

kerusakan terutama pada komponen non struktural, 

seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan 

dinding pengisi. Perawatan untuk tingkat kerusakan 

ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% (tiga 

puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi 

pembangunan Bangunan Gedung baru yang berlaku, 

untuk tipe/klas dan lokasi yang sama. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kerusakan sedang” adalah 

kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan 

atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, 

dan lain-lain. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kerusakan berat” adalah 

kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, 

baik struktural maupun non-struktural yang apabila 

setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik 

sebagaimana mestinya. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah 

memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian 

dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi 

tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur 

Bangunan Gedung tetap dipertahankan seperti semula, 

sedang utilitas dapat berubah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “renovasi” adalah memperbaiki 

bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan 

maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat 

tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun 

utilitas bangunannya. 
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Huruf c 

Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian 

dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu 

yang dapat tetap atau berubah dengan tetap 

mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan 

struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rentang waktu tertentu” adalah 

dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tiga 

bulanan, setiap enam bulanan, setiap tahun, dan 

dimungkinkan pula diperiksa untuk jadwal waktu yang lebih 

panjang sesuai dengan jenis elemennya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
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Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Huruf a 

Peninjauan dilakukan terhadap pemanfaatan bangunan 

termasuk peninjauan tapak bangunan, bagian irisan 

bangunan dengan bangunan sekitar, jalur pejalan kaki, 

dan jalan raya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Jenis limbah yang ada di Bangunan Gedung antara lain: 

1. limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); 

2. material yang dapat mencemari udara; dan 

3. material yang dapat mengontaminasi tanah. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
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Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Elemen struktur Bangunan Gedung khusus paling sedikit 

meliputi: 

a. pracetak; 

b. prategang; 

c. struktur statis tertentu (kantilever, hinged/pin jointed 

trusses); 

d. struktur komposit dan baja; 

e. cladding wall; 

f. struktur gantung; 

g. fasilitas penampung minyak; 

h. struktur pada perairan; 

i. struktur pada bawah tanah; dan 

j. struktur pendukung tahan atau pada lembah. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Peralatan transportasi dalam gedung meliputi vertikal 

dan horizontal. 

Huruf d 

Peralatan proteksi kebakaran dapat berupa antara lain 

sprinkler, hidran, dan pompa kebakaran. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Huruf a 

Peralatan catu daya antara lain trafo, genset. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Penginderaan dini seperti alarm. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 
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Pasal 76 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan jaringan publik merupakan pelayanan 

dari kementerian/lembaga atau perusahaan yang paling sedikit 

meliputi: 

a. listrik; 

b. air bersih; 

c. gas; 

d. telekomunikasi; 

e. drainase dan drainase kota; 

f. jalur transportasi. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Jaringan air bersih harus terhubung guna menyiram 

puing beton agar tidak terjadi polusi udara. 

Huruf b 

Jaringan telekomunikasi tidak diputus agar menjaga 

keamanan dan komunikasi antara lokasi Pembongkaran 

dengan lingkungan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 
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Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan nilai penting merupakan 

persyaratan nilai penting BGCB harus dapat menjamin 

terwujudnya makna dan nilai penting yang meliputi 

langgam arsitektur, teknik membangun, sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 

kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan 

kepribadian bangsa. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Utilitas meliputi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan 

(plumbing). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Utilitas meliputi mekanikal, elektrikal dan perpipaan 

(plumbing). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
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Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Utilitas meliputi mekanikal, elektrikal dan perpipaan 

(plumbing). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas,. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
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Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Ayat (1) 

Jenis BGFK antara lain: 

a. reaktor nuklir; 

b. instalasi peluru kendali sebagai kubu/pangkalan 

pertahanan; 

c. pangkalan laut dan udara sebagai instalasi pertahanan; 

d. laboratorium forensik; dan/atau 

e. depo amunisi sebagai instalasi pertahanan atau instalasi 

keamanan; Standar keamanan (security) adalah 

persyaratan yang diperlukan untuk melindungi kegiatan 

terhadap kemungkinan gangguan atau ancaman 

kerusuhan dan perusakan dari dalam atau dari luar yang 

mengganggu berjalannya kegiatan dengan menggunakan 

sistem pendeteksi (detection), penghalang (delay), dan 

tindakan (response) terhadap gangguan sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 
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Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 
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Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “rencana kerja H2M” adalah 

dokumen rencana pemenuhan peraturan dan Standar 

Teknis BGH pada H2M. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
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Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Perawatan meliputi rehabilitasi, renovasi, dan restorasi. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 
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Pasal 127 

Cukup jelas. 

 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Rekomendasi diberikan dengan ketentuan: 

a. kinerja tinggi, biaya tinggi (high performance high cost); 

b. kinerja optimal, biaya optimal (optimum performance 

optimum cost); dan/atau 
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c. kinerja optimal, biaya rendah (optimum performance, low 

cost). 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 

 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

 

Pasal 146 

Cukup jelas. 
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Pasal 147 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kepada Dinas 

Teknis. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

 

Pasal 151 

Cukup jelas. 
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Pasal 152 

Cukup jelas. 

 

Pasal 153 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Sasaran meliputi kuantitas dan kualitas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

 

Pasal 156 

Cukup jelas. 
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Pasal 157 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan peningkatan komponen 

bangunan antara lain: 

a. Peningkatan mutu; dan 

b. Peningkatan kelengkapan dan peralatan;  

dalam rangka pemenuhan Standar Teknis. 

 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

 

Pasal 159 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan kerusakan ringan adalah 

kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, 

seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan 

dinding pengisi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan kerusakan sedang adalah 

kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, 

dan/atau komponen struktural, dengan kondisi: 

1. bangunan tersebut tidak boleh miring lebih dari 1% 

(satu persen); 
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2. kerusakan struktural tidak lebih dari 30% (tiga 

puluh persen) khususnya pada sambungan balok-

kolom; 

3. tidak melampaui ambang batas deformasi yang 

diijinkan seperti struktur atap dan lantai. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan kerusakan berat adalah 

kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, 

baik nonstruktural maupun struktural dengan kondisi: 

1. bangunan tersebut tidak boleh miring lebih dari 1% 

(satu persen). 

2. kerusakan struktural melebihi 30% (tiga puluh 

persen) atau kerusakan pada sambungan kolom-

balok; 

3. tidak melampaui ambang batas deformasi yang 

diijinkan; 

4. yang apabila setelah diperbaiki masih dapat 

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

 

Pasal 162 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Termasuk di dalamnya apabila ada keinginan dari 

pengguna barang untuk membongkar bangunan gedung 

dalam rangka kebutuhan pengguna dan/atau 

peningkatan kualitas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 163 

Ayat (1) 

Huruf a 

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 164 

Cukup jelas. 
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Pasal 165 

Cukup jelas. 

 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

 

Pasal 167 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pekerjaan Pembongkaran dapat dilakukan terintegrasi bila 

pekerjaan Pembongkaran perlu dilakukan segera di lokasi 

Pembongkaran guna pembangunan BGN yang baru atau 

pembangunan fasilitas umum lainnya. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

 

Pasal 170 

Cukup jelas. 

 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

 

Pasal 172 

Cukup jelas. 
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Pasal 173 

Ayat (1) 

Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi 

Pembangunan meliputi: 

a. penyiapan lahan dalam kompleks yang meliputi 

pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan 

sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda lahan, 

pembersihan lahan, dan Pembongkaran; 

b. pematangan lahan dalam kompleks. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Yang dimaksud harga per m2 (meter persegi) adalah harga yang 

berlaku pada saat ini (biaya standar dan biaya nonstandar). 

Biaya standar disesuaikan dengan standar harga satuan 

tertinggi tahun berjalan. 

Biaya nonstandar dihitung paling banyak 150% (seratus lima 

puluh persen) dari biaya standar. 

Biaya tersebut dihitung oleh kementerian/lembaga atau 
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organisasi perangkat daerah pada tahap pemrograman. 

Ayat (13) 

Cukup jelas. 

Ayat (14) 

Cukup jelas. 

Ayat (15) 

Cukup jelas. 

Ayat (16) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

 

Pasal 176 

Cukup jelas. 

 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

 

Pasal 180 

Cukup jelas. 

 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

 

Pasal 182 

Cukup jelas. 
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Pasal 183 

Cukup jelas. 

 

Pasal 184 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

        Huruf a) 

 Cukup jelas. 

         Huruf b)  

Tim teknis atau narasumber diperlukan 

dalam hal Kementerian dimintai saran 

teknis teknologis sesuai kewenangan 

Kementerian selaku lembaga teknis. 

Huruf c)  

Cukup jelas. 

Huruf d) 

Cukup jelas. 

Huruf e) 

Cukup jelas. 

Huruf f) 

Cukup jelas. 

Huruf g) 

Cukup jelas. 

Huruf h) 

Cukup jelas. 
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Pasal 185 

Cukup jelas. 

 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

 

Pasal 187 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi dilengkapi 

dengan spesifikasi teknis. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Dokumen rencana utilitas meliputi mekanikal, elektrikal, 

dan perpipaan (plumbing). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Gambar rencana basemen dan detailnya apabila 

diperlukan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 188 

Cukup jelas. 

 

Pasal 189 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud rekomendasi dan kriteria teknis 

memuat: 

a. pemilihan tapak; 

b. pemilihan objek Bangunan Gedung yang akan 

ditetapkan sebagai BGH; 

c. penetapan tingkat pencapaian kinerja BGH sesuai 

dengan kebutuhan; 

d. penetapan metode penyelenggaraan proyek BGH; 

dan 

e. pengkajian kelayakan BGH. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Penentuan target kinerja dilakukan dengan: 

a. memperkirakan target kinerja berdasarkan nilai rata-rata 

kinerja Bangunan Gedung sejenis pada umumnya di 

kawasan yang direncanakan; dan 

b. menentukan asumsi kinerja BGH yang diinginkan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

atau dapat ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima 

persen) untuk konservasi energi dan 10% (sepuluh persen) 

untuk konservasi air di atas kinerja Bangunan Gedung 
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sejenis pada umumnya di kawasan yang belum ditentukan 

target capaian kinerjanya. 

 

Pasal 190 

Cukup jelas. 

 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

 

Pasal 195 

Cukup jelas. 

 

Pasal 196 

Cukup jelas. 

 

Pasal 197 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Termasuk dokumentasi pelaksanaan SOP pemanfaatan 

BGH: 

a. kebijakan pelestarian lingkungan; 

b. inovasi dalam Pemeliharaan dan perawatan BGH; 

c. evaluasi energi, air, pencahayaan, suhu, kualitas 

udara, keamanan, aksesibilitas, dan kesesuaian 

dengan fungsi Bangunan Gedung masa 

pemanfaatan BGH; 
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d. tindak lanjut hasil evaluasi; dan 

e. panduan penggunaan BGH untuk 

pengguna/penghuni. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

 

Pasal 203 

Cukup jelas. 

 

Pasal 204 

Cukup jelas. 

 

Pasal 205 

Cukup jelas. 

 

Pasal 206 

Cukup jelas. 

 

Pasal 207 

Cukup jelas. 
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Pasal 208 

Cukup jelas. 

 

Pasal 209 

Cukup jelas. 

 

Pasal 210 

Cukup jelas. 

 

Pasal 211 

Cukup jelas. 

 

Pasal 212 

Cukup jelas. 

 

Pasal 213 

Cukup jelas. 

 

Pasal 214 

Cukup jelas. 

 

Pasal 215 

Cukup jelas. 

 

Pasal 216 

Cukup jelas. 

 

Pasal 217 

Cukup jelas. 

 

Pasal 218 

Cukup jelas. 

 

Pasal 219 

Cukup jelas. 
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Pasal 220 

Cukup jelas. 

 

Pasal 221 

Cukup jelas. 

 

Pasal 222 

Cukup jelas. 

 

Pasal 223 

Cukup jelas. 

 

Pasal 224 

Cukup jelas. 

 

Pasal 225 

Cukup jelas. 

 

Pasal 226 

Cukup jelas. 

 

Pasal 227 

Cukup jelas. 

 

Pasal 228 

Cukup jelas. 

 

Pasal 229 

Cukup jelas. 

 

Pasal 230 

Cukup jelas. 

 

Pasal 231 

Cukup jelas. 
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Pasal 232 

Cukup jelas. 

 

Pasal 233 

Cukup jelas. 

 

Pasal 234 

Cukup jelas. 

 

Pasal 235 

Cukup jelas. 

 

Pasal 236 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota 

merupakan dinas teknis yang membidangi Bangunan Gedung. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

 Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 
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Ayat (12) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 237 

Cukup jelas. 

 

Pasal 238 

Cukup jelas. 

 

Pasal 239 

Ayat (1) 

  Cukup jelas 

Ayat (2) 

Beban tugas TPA diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah 

permohonan PBG dan RTB yang masuk, kompetensi profesi ahli 

yang dibutuhkan, ketersediaan profesi ahli di wilayah 

kabupaten/kota tersebut. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas 

Ayat (4) 

  Cukup jelas 

Ayat (5) 

  Cukup jelas 

Ayat (6) 

  Cukup jelas 

Ayat (7) 

  Cukup jelas 

Ayat (8) 

  Cukup jelas 

Ayat (9) 

  Cukup jelas 

 

Pasal 240 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Beban tugas TPT diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah 

permohonan PBG dan RTB yang masuk, kompetensi profesi ahli 

yang dibutuhkan, ketersediaan profesi ahli di wilayah 

kabupaten/kota tersebut. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

RTB untuk rumah dituangkan dalam bentuk form yang 

akan disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 241 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Dokumentasi dapat berupa berita acara. 

Huruf e 

Tata surat menyurat dan administrasi lainnya meliputi semua 

dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas TPA, TPT, 

dan Penilik. 
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Pasal 242 

Cukup jelas. 

 

Pasal 243 

Cukup jelas. 

 

Pasal 244 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Pelaksanaan operasional Bangunan Gedung dengan 

cara: 

a. menerapkan sistem pengarsipan yang teratur 

untuk seluruh dokumen, surat-surat, buku-buku 

manual pengoperasian, Pemeliharaan dan 

perawatan, serta laporan-laporan yang ada; 

b. mengevaluasi penggunaan bahan dan energi serta 

biaya operasional; 

c. menyusun dan menyajikan laporan operasional 

sesuai dengan tata laksana baku (standard 

operation procedure); 

d. menyusun rencana anggaran kebersihan; 

e. menyusun rencana kerja dan anggaran operasional 

untuk periode tertentu; 

f. meneliti laporan dan usulan yang disampaikan 

oleh pemilik dan/atau pengguna; 

g. merumuskan, mengevaluasi dan memberikan 

rekomendasi serta mengawasi proses pengadaan 

barang dan jasa yang berkaitan dengan 

administrasi gedung; 

 

h. menyusun dan melaporkan penggunaan dana 

operasional; dan 

i. memeriksa pembelian, pengadaan barang/jasa 

serta pengeluaran anggaran sesuai wewenang yang 

ditetapkan; 
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Huruf b 

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung dengan 

cara: 

a. memeriksa dan memantau pengoperasian 

peralatan mekanikal dan elektrikal secara rutin; 

b. mengadakan inspeksi langsung secara periodik ke 

seluruh ruangan/bangunan untuk memeriksa 

kondisi mesin, peralatan/perlengkapan bangunan 

dan instalasi serta utilitas bangunan; 

c. melaksanakan Pemeliharaan, perawatan, dan 

perbaikan peralatan/perlengkapan gedung, 

instalasi dan utilitas bangunan; 

d. memantau hasil pekerjaan penyedia jasa 

(kontraktor) mekanikal dan elektrikal secara rutin; 

e. memeriksa kebersihan secara rutin; 

f. mengendalikan penggunaan bahan dan peralatan 

pembersih; 

g. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan; 

dan 

h. mengatur jadwal kerja Pemeliharaan harian, 

mingguan dan bulanan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud “mempunyai kompetensi” adalah 

perorangannya. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 245 

Cukup jelas. 
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Pasal 246 

Cukup jelas. 

 

Pasal 247 

Cukup jelas. 

 

Pasal 248 

Cukup jelas. 

 

Pasal 249 

Cukup jelas. 

 

Pasal 250 

Cukup jelas. 

 

Pasal 251 

Cukup jelas. 

 

Pasal 252 

Cukup jelas. 

 

Pasal 253 

Cukup jelas. 

 

Pasal 254 

Cukup jelas. 

 

Pasal 255 

Cukup jelas. 

 

Pasal 256 

Cukup jelas. 

 

Pasal 257 

Cukup jelas. 
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Pasal 258 

Cukup jelas. 

 

Pasal 259 

Cukup jelas. 

 

Pasal 260 

Cukup jelas. 

 

Pasal 261 

Cukup jelas. 

 

Pasal 262 

Cukup jelas. 

 

Pasal 263 

Cukup jelas. 

 

Pasal 264 

Cukup jelas. 

 

Pasal 265 

Cukup jelas. 

 

Pasal 266 

Cukup jelas. 

 

Pasal 267 

Cukup jelas. 

 

Pasal 268 

Cukup jelas. 

 

Pasal 269 

Cukup jelas. 
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Pasal 270 

Cukup jelas. 

 

Pasal 271 

Cukup jelas. 

 

Pasal 272 

Cukup jelas. 

 

Pasal 273 

Cukup jelas. 

 

Pasal 274 

Cukup jelas. 

 

Pasal 275 

Cukup jelas. 

 

Pasal 276 

Cukup jelas. 

 

Pasal 277 

Cukup jelas. 

 

Pasal 278 

Cukup jelas. 

 

Pasal 279 

Cukup jelas. 

 

Pasal 280 

Cukup jelas. 

 

Pasal 281 

Cukup jelas. 

 

 

www.peraturan.go.id



No. 6628 -62- 

Pasal 282 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “bertahap” adalah 

memprioritaskan bangunan gedung umum untuk 

memperoleh SLF sebelum bangunan gedung lainnya. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Bangunan gedung tertentu dimaksudkan antara lain: 

a. bangunan gedung strategis daerah; 

b. bangunan gedung sosial budaya/keagamaan; 

dan/atau 

c. bangunan gedung lainnya yang ditetapkan 

pemerintah daerah. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Huruf a 

Data umum mencakup: 

a. identitas pemilik bangunan gedung; 

b. kondisi faktual batas dan luas persil, untuk 

pemeriksaan kesesuaian dengan KRK; 

c. identitas pemilik dengan dokumen PBG; dan 

d. data tahun mulai dibangun gedung, tahun selesai 

dibangun, dan proses tahapan pembangunannya 

(bertahap atau sekaligus). 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Cukup jelas. 

Ayat (13) 

Cukup jelas. 

Ayat (14) 

Cukup jelas. 

Ayat (15) 

Cukup jelas. 

Ayat (16) 

Cukup jelas. 

Ayat (17) 

Cukup jelas. 
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Pasal 283 

Ayat (1) 

Perubahan PBG diajukan dalam hal terdapat: 

a. perubahan tampak; 

b. perubahan pada intensitas bangunan; dan/atau 

c. perubahan fungsi ruang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 284 

Cukup jelas. 

 

Pasal 285 

Cukup jelas. 

 

Pasal 286 

Cukup jelas. 

 

Pasal 287 

Cukup jelas. 

 

Pasal 288 

Cukup jelas. 
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Pasal 289 

Ayat (1) 

Perubahan PBG diajukan dalam hal terdapat: 

a. perubahan tampak; 

b. perubahan pada intensitas bangunan; dan/atau 

c. perubahan fungsi ruang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 290 

Cukup jelas. 

 

Pasal 291 

Cukup jelas. 

 

Pasal 292 

Cukup jelas. 

 

Pasal 293 

Cukup jelas. 

 

Pasal 294 

Cukup jelas. 

 

Pasal 295 

Cukup jelas. 

 

Pasal 296 

Cukup jelas. 
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Pasal 297 

Cukup jelas. 

 

Pasal 298 

Cukup jelas. 

 

Pasal 299 

Cukup jelas. 

 

Pasal 300 

Cukup jelas. 

 

Pasal 301 

Cukup jelas. 

 

Pasal 302 

Cukup jelas. 

 

Pasal 303 

Cukup jelas. 

 

Pasal 304 

Cukup jelas. 

 

Pasal 305 

Cukup jelas. 

 

Pasal 306 

Cukup jelas. 

 

Pasal 307 

Cukup jelas. 

 

Pasal 308 

Cukup jelas. 
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Pasal 309 

Cukup jelas. 

 

Pasal 310 

Cukup jelas. 

 

Pasal 311 

Cukup jelas. 

 

Pasal 312 

Cukup jelas. 

 

Pasal 313 

Cukup jelas. 

 

Pasal 314 

Cukup jelas. 

 

Pasal 315 

Cukup jelas. 

 

Pasal 316 

Cukup jelas. 

 

Pasal 317 

Cukup jelas. 

 

Pasal 318 

Cukup jelas. 

 

Pasal 319 

Cukup jelas. 

 

Pasal 320 

Cukup jelas. 
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Pasal 321 

Cukup jelas. 

 

Pasal 322 

Cukup jelas. 

 

Pasal 323 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Luas basemen diperlukan apabila Bangunan Gedung 

tersebut di dalamnya dilengkapi basemen. 

Huruf k 

Jumlah lantai basemen diperlukan apabila Bangunan 

Gedung tersebut di dalamnya dilengkapi basemen. 

Huruf l 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 324 

Cukup jelas. 

 

Pasal 325 

Cukup jelas. 

 

Pasal 326 

Cukup jelas. 

 

Pasal 327 

Cukup jelas. 

 

Pasal 328 

Cukup jelas. 

 

Pasal 329 

Cukup jelas. 

 

Pasal 330 

Cukup jelas. 

 

Pasal 331 

Cukup jelas. 

 

Pasal 332 

Cukup jelas. 

 

Pasal 333 

Cukup jelas. 
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Pasal 334 

Cukup jelas. 

 

Pasal 335 

Cukup jelas. 

 

Pasal 336 

Cukup jelas. 

 

Pasal 337 

Cukup jelas. 

 

Pasal 338 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan percontohan Bangunan Gedung 

antara lain Bangunan Gedung yang memenuhi Standar 

Teknis, BGH dan BGCB. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Pasal 339 

Cukup jelas. 

 

Pasal 340 

Cukup jelas. 

 

Pasal 341 

Cukup jelas. 

 

Pasal 342 

Cukup jelas. 

 

Pasal 343 

Cukup jelas. 
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Pasal 344 

Cukup jelas. 

 

Pasal 345 

Cukup jelas. 

 

Pasal 346 

Cukup jelas. 

 

Pasal 347 

Cukup jelas. 

 

Pasal 348 

Cukup jelas. 

 

Pasal 349 

Cukup jelas.  
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